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BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

 NOMOR  54 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 27  

TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI 

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang:a.  bahwa dengan pertimbangan tata cara penghitungan bagian 

dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa 

berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah, maka perlu disesuaikan ketentuan tata cara 

penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kepada desa sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu 

diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; 

 

Mengingat:1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat  

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran  Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 

2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 

Seri B); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 

2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri B); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 

2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 

Seri B); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pajak Air Tanah  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 

Seri C); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 

Seri C); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor  3 Seri C) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor  

1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 36); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 

Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 67); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2011 Nomor  5 Seri C); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor  

6 Seri C); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2011 Nomor  2 Seri B); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor  

1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2012 Nomor  1 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor  3 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor  4 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2012 Nomor  5 Seri C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor  1 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

39); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 27) diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (3) dan 

ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan 

ayat (3c) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk bagi 

hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa 

dalam APBD. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari 

realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis 

belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan 

Pemerintah Desa, obyek belanja bagi hasil Pajak Daerah 

kepada Pemerintahan Desa dan obyek belanja bagi hasil 

Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa. 

(3a) Pada awal tahun anggaran ditetapkan pagu sementara 

yang dihitung sebesar 80 % (delapan puluh persen) kali 



 - 8 -

rencana pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang tertera dalam APBD pada tahun berkenaan. 

(3b) Dalam hal APBD perubahan terdapat penurunan rencana 

pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih dari 

20% (dua puluh persen) maka dilakukan perubahan pagu 

sementara. 

(3c) Dalam hal sudah selesai tahun anggaran maka ditetapkan 

pagu definitif bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yang besarannya sebesar paling sedikit sebesar 10 

% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pada tahun 

berkenaan.  

(4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah. 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

 

(1) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan 

dari kas umum Daerah ke Desa melalui kas umum Desa 

sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan 

Daerah. 

(2) Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

bertahap pada tahun anggaran berkenaan dan tahun 

anggaran berikutnya, dengan ketentuan: 

a. tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran 

alokasi sementara bagi hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang diterimakan paling lambat pada 

bulan Juni tahun anggaran berkenaan; 

b. tahap II sebesar selisih dari besaran pagu 

sementara/perubahan pagu sementara dengan 

besaran pembayaran tahap ke I yang diterimakan 

paling lambat pada bulan Nopember tahun anggaran 

berkenaan; dan 
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c. tahap III sebesar selisih dari besaran pagu definitif 

dengan besaran pembayaran tahap ke I dan tahap II, 

yang penganggaran dan pembayarannya pada APBD 

Perubahan Tahun Anggaran berikutnya. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

                                                                      Ditetapkan di Trenggalek 

           pada tanggal 28 Desember 2020 

          BUPATI TRENGGALEK, 

                        TTD 

            MOCHAMAD NUR ARIFIN 

 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 28 Desember 2020 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

               TTD 

       JOKO IRIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 55 

                
 
 
         

 

 

 


